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JCM membawa kesimpulan bahwa upaya-upaya di
bawah ini dapat dilakukan dalam rangka membangun
mekanisme kredit karbon domestik:

¢ Mendorong mekanisme IBP domestik dengan
prosedur yang sederhana, biaya transaksi yang
murah, tingkat carbon price yang memadai, dan
mekanisme insentif pembayaran yang jelas.

e Membangun mekanisme sertifikasi hasil aksi
mitigasi untuk penguatan Sistem Registri Nasional.

e Mengelaborasi mekanisme yang berbasis insentif
non-moneter, misalnya yang terkait dengan
rekognisi kontribusi terhadap mitigasi perubahan
iklim atau insentif lainnya.

e Meningkatkan keselarasan kebijakan pusat dan
daerah dalam penerapan instrumen berbasis
pasar untuk meningkatkan kepastian usaha.

e Mengembangkan kerjasamasukarelaantarnegara
untuk meningkatkan ambisi mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, mendukung pembangunan
berkelanjutan, dan menjaga integritas lingkungan
dalam konteks pencapaian NDC Indonesia.
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Pernyataan Masalah

Dalam dokumen NDC yang disampaikan kepada
UNFCCC pada bulan November 2016, Indonesia
berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebanyak
29% di bawah tingkat Business-as-Usual (BAU) pada
tahun 2030 dengan upaya sendiri. Dengan dukungan
internasional, kontribusi ini bisa ditingkatkan lagi
sampai 41% di bawah BAU. Pemenuhan target
NDC Indonesia memerlukan dana besar yang tidak
memungkinkan ditanggung anggaran pemerintah

saja’, sehingga diperlukan investasi swasta untuk

1 Temuan sementara Kementerian ESDM adalah bahwa

anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 20%
target NDC sektor energi. I










Simplisitas Prosedur

Dilihat dalam simplisitas prosedurnya, bahwa ketiga skema memiliki perbedaan pelaksanaan.
Untuk proyek COM umumnya mengalami proses yang lama dan rumit sejak tahap validasi
sampai dengan penetapan CER. Salah satu proyek yang telah terdaftar bahkan harus melewati 5
tahun sebelum mendapatkan sertifikat pengurangan emisi yang pertama. Menurut pengembang
proyek, sebagian besar hambatan disebabkan oleh proses yang memakan waktu lama di Executive
Board (EB) CDM ditambah dengan respon yang lambat dari auditor (beberapa pengembang
harus menunggu selama beberapa minggu bahkan bulan hanya untuk mendapatkan respon dari
auditor). Hal ini berbeda dengan dua skema lainnya yakni JCM dan VCS, di mana dalam skema
JCM dan VCS memungkinkan penggunaan metodologi yang lebih sederhana untuk pemantauan,
pelaporan dan verifikasi, serta cukup fleksibel peraturan dan infrastrukturnya.

Kepastian Pasar

Perkembangan CDM di Indonesia tercermin dalam posisinya yang menduduki peringkat tinggi
dalam jumlah proyek terdaftar dan CER yang dikeluarkan. Namun, perkembangan initidak sesuai
dengan inisiatif pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan atau peraturan untuk mendukung
pengembangan CDM di berbagai industri. Salah satu contohnya adalah industri semen di
Indonesia. Ada potensi besar bagi industri samen di Indonesia untuk melaksanakan proyek CDM
di fasilitasnya, tetapi pemerintah telah menunjukkan kurangnya keterlibatan untuk mendukung
industri dalam menerapkan CDM yang sebenarnya dapat dilakukan dengan memberikan
insentif tambahan dan kebijakan pendukung terkait dengan semen produksi di Indonesia.
Contoh lain adalah kenyataan bahwa CER merupakan komoditas CDM yang merupakan bagian
dari pasar karbon global. Sebagai komoditas pasar, CER harus diakui oleh lembaga keuangan
Indonesia. Namun, karena kurangnya kapasitas, pengetahuan, dan peraturan terkait dengan
CER di antara pemangku kepentingan keuangan yang relevan, CER dipandang sebagai sumber
pendapatan berisiko tinggi dan bahkan beberapa badan keuangan tidak mengakui CER sebagai
sumber pendapatan proyek. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan penambahan dalam
mengembangkan proyek CDM dan tidak mewakili nilai tambah bagi pengembang proyek.

Skema JCM di Indonesia mempresentasikan peluang baru terutama sejak COM menurun. Ini
sangat bermanfaat bagi pengembang proyek bahwa dukungan JCM diberikan pada tahap awal
pengembangan proyek sebagai subsidi pada biaya tambahan terkait dengan memperkenalkan
teknologi rendah karbon tingkat lanjut, dan dengan demikian, tidak terpengaruh oleh harga
pasar karbon. Namun, JCM masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Salah satunya
adalah persyaratan untuk memiliki mitra entitas Jepang, sehingga terkait dengan penerapan
teknologi Jepang untuk proyek JCM, menyajikan opsi terbatas untuk pengembang proyek. Faktor
lain adalah pengalaman sebelumnya di Indonesia dengan CDM yang membuat sebagian besar
pengembang proyek skeptis dalam berpartisipasi dalam mekanisme berbasis pasar lainnya.

Kontribusi terhadap Pencapaian target Penurunan Emisi Nasional Tahun 2020

Proyek-proyek CDM ini diharapkan menghasilkan pengurangan sekitar 114 juta tCO,e emisi GRK
pada 2017 sebagaimana diperkirakan dalam dokumen desain proyek masing-masing. Namun,
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sejak Januari 2018, hanya 46 dari 147 proyek CDM terdaftar, atau 31% telah mengeluarkan CER
yang mewakili pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 32 juta tCO,e pada 2017, atau 28%
dari apa yang diharapkan. Meskipun demikian, Indonesia menempati urutan kelima dalam hal
jumlah CER yang dihasilkan dari proyek CDM yang terdaftar setelah Cina, India, Republik Korea,
dan Brasil. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan kontribusi yang jauh lebih besar
bagi pasar karbon global dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, terutama
di Asia Tenggara. Sedangkan untuk skema JCM, saat ini di Indonesia telah terdaftar sebanyak 9
proyek, dengan pengecualian dari proyek terdaftar terbaru yang diharapkan dapat mengurangi
emisi rata-rata 17.822 tCO,e setiap tahun, sebagian besar proyek JCM di Indonesia relatif kecil
dengan semua 8 proyek terdaftar lainnya diharapkan dapat mengurangi emisi total sekitar 1.182
tCO,e setiap tahunnya. Sejauh ini, dua proyek JCM di Indonesia telah mengeluarkan kredit
sebesar 40 tCO,e secara total. Skema VCS adalah standar pasar karbon sukarela paling populer
secara global. Hingga Januari 2018, terdapat 1.424 proyek VCS terdaftar, 1.093 proyek yang
telah diterbitkan Unit Karbon Terverifikasi (VCU), kredit karbon di bawah VCS, menyumbang
248.403.767 tCO, setara dengan pengurangan emisi GRK.

Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong upaya pencapaian NDC dan memberikan insentif bagi aksi mitigasi di dalam
negeri, Indonesia perlu membangun mekanisme kredit karbon domestik yang sesuai dengan
kondisi dalam negeri. Kredit karbon dari mekanisme domestik ini dapat dikaitkan dengan
berbagai kebijakan rendah karbon yang telah dimiliki Indonesia. Upaya-upaya dibawah ini dapat
dilakukan dalam rangka membangun mekanisme kredit karbon domestik:

¢ Mendorong mekanisme IBP domestik dengan prosedur yang sederhana, biaya transaksi yang
murah, tingkat carbon price yang memadai, dan mekanisme insentif pembayaran yang jelas.

¢ Mendorong kebijakan/pedoman umum mekanisme sertifikasi hasil aksi mitigasi untuk
penguatan SRN.

¢ Mengelaborasi mekanisme yang berbasis insentif non-moneter. Hal ini terkait dengan
kelancaran usaha bagi industri seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang
bagus.

e Meningkatkan keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan instrumen berbasis
pasar untuk meningkatkan kepastian usaha.

¢ Mengembangkan kerja sama sukarela antar negara untuk meningkatkan ambisi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga integritas
lingkungan dalam konteks pencapaian NDC indonesia.
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